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IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR
DALAM PRAKTIK PROSTITUSIMENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS
PASAL 506 DAN 296 KUHP)*

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi
hukumbagimucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, apakah dalam Hukum Pidana
Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sanksi hukuman yang berat sehingga memberikan
efek jera. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat
ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang
ketentuan sanksi hukum bagi muckari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum
pidana islam. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang
diperoleh dariAl-Qu’ran dan Hadist, dan KUHP yang berkaitan dengan pembahasan sanksi
hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, dan data sekunder yang
diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, majalah, dan akses internetyang menjadi referensi
maupun sumber pelengkap penelitian.Hasil penelitian mengenai ketentuan pidana mucikari
dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Pasal 506 dan Pasal 296, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 yang mengatur
sanksi hukum bagi mucikari yang melakukan praktik prostitusi online. Adapun ancaman bagi
mucikari dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan yang terdapat dalam
pasal 506 KUHP dan ancaman hukuman bagi fasilitator dalam praktik prostitusiialah diberi
hukuman penjara paling lama 1 tahun6 bulandan/atau denda paling banyak Rp.15.000,00.
Yang terdapat dalam pasal 296 KUHP. Dan ancaman bagi mucikari dan fasilitator dalam
praktik prostitusidalam Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan hukuman za ’zir yaitu hukuman
yang tidak ditentukan oleh Al- Qur’an dan Hadits. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam
ketentuan sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusiini memiliki
lebih  memiliki efek jera sehingga membuat para pelaku tidak akan mengulangi
perbuatannya.Sanksi hukum yang diberikan dalam hukum Pidana Islam terhadap mucikari
danfasilitator dalam praktik prostitusilebih tegas dibandingkan sanksi hukuman yang
diberikan dalam hukum Pidana Positif.

Kata Kunci: Mucikari, Fasilitator, Prostitusi.
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DAFTAR TRANSLITERASI*

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical
term)yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman

transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB LATIN

Konsonan | Nama Konsonan | Keterangan

| Tidak dilambangkan (half madd)
< B B Be

< T Th Te

< Ts Th Te dan Ha

z J J Je

z Ch h Ha (dengan titik di bawah)
z Kh Kh Ka dan Ha

2 D D De

3 Dz Dh De dan Ha

B R R Er

J Z Z Zet

o S Sh Es

B Sy Sh Es dan Ha

o= Sh $ Es (dengan titik di bawah)
Ua Dl d De (dengan titik di bawah)

1Maftukhin, et.all.,PedomanPenyusunanSkripsi, (Tulungagung: STAIN Tulungagung,
2011), hal. 77
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L Th t Te (dengan titik di bawah)
35 Dh z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘ ‘ Koma terbalik di atas

a Gh Gh Ge dan Ha

] F F Ef

3 Q Q Qi

& K K Ka

J L L El

- M M Em

o N N En

g W w We

J H H Ha

3 A ’ Apostrof

< Y Y Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan

huruf sebagai berikut:

a. Vocal rangkap ( >+ ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw,

misalnya: al-yawm.

b. Vocal rangkap ( ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:

al-bayt.

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda

viii



macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( 433 &l = al-fazikah ), (a5
= al- ‘ulam), dan ( iLd o= qimah).

. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( = haddun), ( = saddun), (
= tayyib).

Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari
kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( el = al-bayt), ( slewll
=al-sama’).

Ta’'marbiitah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukiin, transliterasinya
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta@’ marbiitah
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (I3 435 = ru'yar al-
hilal).

. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (&35 = ru'yah), (+%&% = fugaha’).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagiannya yang menjadi salah
satu aspek pokok dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat penting, sebagai
wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan dan agar terlindung dari
perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok®.Bila kita
mendengar kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang suatu
hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian,
karena secara bahasa arti atau makna pidana itu sendiri berarti nestapa. Artinya
orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu
baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh
perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang
memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap
pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.

Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana
adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu,
bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan
siksa badan.Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum

publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-

’Ismu Gunadi, Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.10.



kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang
mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan
maupun kelompok orang (organisasi).

Hukum pidana bila ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum
Islam tentu mempunyai peran masing — masing dalam mewujudkan tujuan hukum
dan harus diketahui oleh semua orang demi sebagai bentuk pencegahan dan
pedoman hidup bermasyarakat demi tercapainya keamanan dalam kehidupan
bermasyarakat dan negara yang baik dan aman sentosa.

Di dalam hukum pidana juga dikenal tindak pidana adapun tindak pidana
merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang
dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa
hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan
tersebut.

Tindak pidana itu terbagi atas 2 jenis yaitu : tindak pidana ringan dan
tindak pidana berat. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana
didasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan sehingga mempunyai efek
terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan®.

Tindak pidana dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih
berganti di Indonesia mulai dari tindak pidana ringan dan tindak pidana berat
adapun tindak pidana berat itu ialah seperti pembunuhandan tindak pidana yang
sedang marak-maraknya yaitu masalah mucikari dan menyediakan sarana bagi

orang lain untuk berbuat cabul dan mesum dan praktik itu dijadikannya sebagai

*Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015),h.57



mata pencarihannya. Baik mucikari dan Fasilitator dalam praktik prostitusi
bukanlah hal yang baru di Indonesia bahkan dunia karena keduanya merupakan
perbuatan yang mendekati perzinahan dan praktik ini sudah ada sejak zaman
dahulu.

Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah
dibiayai oleh PSK/Pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam
praktik prostitusi menolong mencarikkan pelanggan dan dari hasil pelacuran
tersebut dia mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang
dilakukan oleh pelacur/psk. Yang dimaksud dengan orang yang menarik
keuntungan disini adalah mucikari tersebut.

Fasilitator dalam praktik prostitusi adalah seseorang yang memudahkan
perbuatan cabul/perzinahan baik dengan menyediakan tempat maupun
menyiapkan tempat bagi pelacur dan pembeli seks agar terjadinya
persetubuhan/perzinahan®. Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah
suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kospanan dan kesusilaan
bahkan dilarang baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi merupakan suatu
perbuatan pidana yang terdapat dalam masyarakat yang diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis KUHP), dan
sangat bertentangan dengan nilai kesusilaan dimasyarakat. Mucikari dan fasilitator
tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-1l

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun istilah pengertian tersebut

* Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi,
(Jakarta: Puspantara, tt), h.2



perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilan mucikari dan
fasilitator termasuk kejahatan kesusilaan.

Dapat dilihat pengertian mucikari dan fasilitator secara yuridis yaitu
seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan baik menyediakan
wanita (pelacur), atau menyediakan tempat untuk perzinahan dan juga mengambil
keuntungan dari praktik prostitusi. Perbuatan yang dilakukan oleh mucikari dan
fasilitator tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam
undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

R. Soesilo menjelaskan mucikari dan fasilitator di dalam KUHP vyaitu
sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan
yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Keduanya adalah
keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh membawa kearah perbuatan
perzinahan yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar perkawinan dan
mencari keuntungan daripadanya’.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, merupakan aktivitas
seksual atau hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh mucikari/germo yang
menjual seorang wanita/pria kepada para pembeli jasa seks dan fasilitator
menyediakan rumah bordil atau tempat pelacuran kepada pelacur dan pembeli
seks. Biasanya pembeli jasa seks datang dan membayar untuk melakukan
perbuatan zina ditempat itu. Mucikari dan fasilitator atau perbuatan tidak senonoh
dapat dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa

asusila dengan mengadakan praktik prostitusi.

°R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1988),
h.212



Di dalam praktik prostitusi biasanya terdapat beberapa pihak yang erat
hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata
rantai yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur, mucikari/germo,
pelanggan/pembeli jasa seks dan penyedia tempat/fasilitator. Seorang pelacur
tidak akan dapat bekerja apabila tidak ada mucikari yang menjadi penghubung
antarapelacur dan pelanggan, pelacur dan mucikari juga tidak bisa bekerja apabila
tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa seks dari pelacur dan baik mucikari,
pelacur, dan pembeli seks tidak akan bisa melakukan praktik prostitusi tanpa
adanya tempat untuk mereka melakukan perzinahan.Seseorang dapat dikatakan
sebagai mucikari apabila dia bisa menjadi penghubung antara pelacur dan pembeli
jasa seks. Dan menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut
sebagai mucikari atau germo.

Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat massal, para pekerja seks
komersial ~ tidak secara langsung berhubungan dengan  pengguna
jasa/pelanggannya. Tugas mucikarilah sebagai penghubung diantara kedua belah
pihak. Dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan mencarikan fasilitator
yang menyediakan tempat untuk terjadinya perzinahan. Baik mucikari dan
fasilitatorakan mendapatkan fee (keuntungan/komisi), dari pekerja seks komersial
yang persentasinya dibagi dan berdasarkan kesepakatan.

Di berbagai kasus mucikari biasanya juga menjadi fasilitator dengan
menyediakan tempat bagi pelacur dan pembeli seks untuk berzinah, mucikari
biasanya memberikan suatu pelayanan bagi para pembeli seks dan

pelacurpelayanan itu bisa mencakup sewa-menyewa hotel yang aman atau kamar



bagi para pelacur untuk melaksanakan transaksi bisnis mereka dan agar bisa
menyaring pelanggan dengan harapan dapat mengurangi dari ancaman bahaya,
atau menghindari orang yang di curigai sebagai intel polisi yang sedang
menyamar. Tanpa adanya layanan semacam ini pelacuran/prostitusi jalanan adalah
bisnis yang sangat beresiko dan penuh dengan bahaya serta ancaman yang bisa
datang kapan saja.

Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari dan fasilitor
yang memudah perbuatan cabul dalam praktik prostitusi adalah pasal 506 bagi
mucikari dan pasal 296 bagi fasilitator. Selain itu seiring berjalannya waktu
praktik prostitusi belakangan ini sudah dari waktuke waktu dan perkembangan
teknologi maka mulai dikenal prostitusi online. Sanksi hukuman bagi prostitusi
online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat dalam
pasal 27 ayat (1) dan pasal 45.

Terkhusus pasal 506 biasanya berhubungan dengan mucikari yang
memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita dan menarik
keuntungan darinya. Dan Pasal 296 KUHP biasanya berhubungan dengan orang
yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul, ia sering menjadi perantara
makelar perbuatan cabul.

Adapun bunyi pasal 506: “Barangsiapa menarik keuntungan dari
perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam
dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Dan adapun bunyi pasal Pasal 296: “Barangsiapa dengan sengaja

menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan



sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu
rupiah”.

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1)
jalah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan
adapun isi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 45 ialah:“Setiap
orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah)

Ketentuan dalam pasal 506 KUHP ini dimaksudkan untuk memberantas
orang-orang yang berprofesi sebagai seorang mucikari dan pasal 296 KUHP,
dimaksudkan untuk dapat memberantas orang-orang yang mengadakan rumah
bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota
besar, dan tujuan keuda pasal ini agar mucikari yang menyediakan tempat-tempat
pelacuran dapat dihukum apabila wusaha itu merupakan semata-mata
pencahariannya. Tidak termasuk ke dalam ketentuan pasal 296 KUHP adalah
orang-orang yang menyerahkan rumah dan kamar kepada perempuan atau laki-
laki yang hanya disewakan dan bukan merupakan mata pencaharian tetap.
Contohnya kontrakan dan kos-kosan.

Dalam menghadapi kasus prostitusi yang terorganisasi adalah bagaimana

membuktikan bahwa seseorang teah terlibat sebagai seorang “mucikari”. Para



mucikari tidak akan memasang iklan di koran untuk mendapatkan pelanggan bagi
para pelacur. Membuktikan di pengadilan bahwa mereka memang mengengolah
bisnis illegal tersebut bisa jadi sangat sulit karena sulitnya proses pembuktiannya®.

Dilihat dari segi hukum baik hukum perkawinan maupun hukum pidana,
bahwa mucikaridan fasilitatordalam praktik prostitusi dilarang namun
kenyataannya dalam masyarakat bahwa baik mucikari dan fasilitator tidak dapat
dilenyapkan, yang disebabkan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan
manusia.Hukum tidak mampu secara langsung menindak agar mucikari dan
fasilitator dalam praktik prostitusi dapat dihentikan, dilain segi dapat dilihat
bahwa mucikari dan fasilitator merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lain dalam praktik prostitusi akan tetapi praktik ini dapat menimbulkan
akibat/dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya’.

Banyak faktor yang menentukan keterlibatan seseorang dalam praktek
prostitusi antaralain tekanan ekonomi. Dalam era pembangunan yang melaju pesat
menuju negara industri, persaingan untuk memperoleh penghidupan yang baik
sangat banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang.

Daya saing seseorang dengan pendidikan tentunya lebih kuat daripada
mereka yang berpendidikan rendah, disamping lahan pekerjaan yang semakin
terbatas. Disamping itu banyak pula faktor-faktor kehidupan dan lingkungan yang

akhirnya mendorong orang untuk memasuki kehidupan prostitusi.

®Omas Tapi Ihromi, Pengahpusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung: P.T.
Alumni Bandung, 2006), h. 297

"Neng Djubaedah, Pornografi & Pornoaksi, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.184



Sementara itu tidak boleh dilupakan bahwa ada pula praktek prostitusi
yang terjadi bukan karena tekanan ekonomi akan tetapi karena ingin dengan
mudah memperoleh uang yang banyak dan pemuasan keinginan seksual semata-
mata. Banyak tuduhan yang ditujukan kepada media massa yang dianggap sebagai
pemicu berkembangnya pemikiran dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai bangsa karena menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan nilai-nilai moral
keagamaan menjadi hal yang dominan dalam perbincangan tentang prostitusi®.

Meskipun dapat dilihat dari satu sisi yang menyebabkan seseorang
tersebut mengambil profesi sebagai mucikari dan fasilitator karena adanya faktor-
faktor diatas tetapi harus melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang
yang berprofesi sebagai muckari dan fasilitator merupakan suatu kejahatan
terhadap kesusilaan, dan hal tersebut sudah pasti berhubungan dengan para
pelacur yang dilokalisasikan pada suatu tempat-tempat tertentu.

Mucikari dan faslitator dalam praktik prostitusi adalah suatu perbuatan
yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai.
Apalagi kalau diperhatikan yang menjadikankan seorang mucikari, fasilitor dan
pelacur itu terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan
jasa dari pelacur dan mucikarilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan
pelacur tersebut dan fasilitator yang menyediakan tempat untuk pelacur dan
pembeli jasa seks agar terjadinya perbuatan cabul yang mengarah kepada

perzinahan . Tetapi yang menjadi sorotan oleh masyarakat justru seorang pelacur

8Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005),
h.80
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itu saja, masyarakat justru sorotannya ditujukan sebagaian besar kepada si pelacur
yang seolah-olah dianggap paling menjijikan dan merusak kehidupan rumah
tangga.

Karena sering kali masyarakat melihat di media massa, dan televisi bahwa
pelacur tertangkap pada saat melakukan pekerjaannya di malam hari oleh pihak
polisi tata tertib akan tetapi tidak disinggung atau dibicarakan pihak-pihak yang
lain berhubungan dengan pelacur-perlacur itu terutama mucikari dan fasilitator
yang menyediakan tempat yang menjadipihak-pihak yang ada dibalik para pelacur
dan mengambil atau menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan para
pelacur.

Mucikari dan fasilitator memang sebuah pekerjaan yang penuh alasan. la
menyajikan kesenangan dan kesedihan sekaligus. Selain itu, mucikaridan
fasilitator juga dianggap sebagai pekerjaan yang penuh resiko. Salah satu diantara
resiko itu adalah ditangkap oleh pihak yang berwajib®.

Melihat maraknya profesi mucikari dan fasilitator yang menyediakan
rumah bordil/ tempat pelacuran belakangan ini, apalagi praktik pelacuran ini
sudah menyebar luas sampai ke kalangan para artis maupun publik figur harusnya
ini menjadi perhatian bagi pemerintah karena artis merupakan publik figur dan
banyak diidolakan oleh kebanyakan orang dan apa yang dilakukan oleh
artis/publik figur bisa saja akan diikuti oleh masyarakat luas. Di kasus para artis
yang terlibat kedalam prostitusi biasanya mucikari juga bertindak sebagai

fasilitator dengan menyediakan tempat bagi artis dan pembeli jasa seks agar

Neng Djubaedah, Op.Cit, h.201
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terjadinya perbuatan perzinahanan. Hal ini biasanya dilakukan mucikari dengan
menyediakan tempat seperti:
1. Memboking hotel untuk tempat mereka melakukan perzinahan; dan

2. menyewakan tempat untuk perzinahan itu.

Terlalu ringannya sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam pasal 506 dan
296 KUHP, menyebabkan banyaknya mucikari dan fasilitator yang menyediakan
tempat untuk perzinahan (rumah bordil) dalam praktik prostitusi saat ini dan hal
ini juga membuat mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi tidak memiliki
rasa takut dan jera dalam melakukan aksinya. Adapun sanksi hukuman yang
terdapat dalam pasal 506 yang memberikan hukuman kurungan/penjara selama-
lamanya hanya tiga bulan. Dan pasal 296 ialah hukuman penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Hukuman tersebut bisa menjadi lebih ringan lagi apabila mucikari dan fasilitator
praktik prostitusi ketika menjalani sanksi hukuman itu mendapatkan remisi..

Kalau dilihat terdapat suatu kelemahan sanksi hukuman yang diberikan
hukum pidana positif kepada mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi .
Hal inilah membuat mucikari dan fasilitator dalam praktik prostusi akan terus
melakukan aksinya dan bahkan semakin banyak jumlahnya dikarenakan sanksi
hukuman yang terdapat dalam pasal 506 dan 296 KUHP, dinilai terlalu ringan
sehingga tidak menimbulkan efek jera dan membuat para mucikari dan fasilitor

dalam praktik prostitusi akan mengulangi perbuatannya.
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Alasan inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan yaitu dengan
melihat bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik

prostitusi menurut hukum pidana Islam (analisis pasal 506 dan pasal 296 KUHP).

Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak
dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi dan prostitusi
benar—benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dalam agama Islam, praktik prostitusi merupakan salah satu perbuatan
yang menuju kepada perzinahan. Allah mengharamkan zina dan mengaharamkan
segala prasarana jalan sesat yang menagarah ke perbuatan zina termasuk mucikari
dan fasilitator dalam praktik prostitusi itu sendiri*°.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu
mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini.
Hal ini bisa kita lihat pada zaman dahulu sebagian orang Jahiliah menetapkan
upah harian para budak yang harus disetor kepada para majikan.Oleh orang
tuanya, para budak itu dipekerjakan sebagai pekerja seks dengan upah tertentu.
Bahkan tak jarang para tuan memaksa para budak perempuan mereka demi
mendapat keuntungan dunia dari pekerjaan yang murah tersebut.

Islam datang, martabat mereka diangkat dari lembah kehinaan.Dalam
riwayatnya Jabir menjelaskan bahwa dua budak perempuan ‘Abdullah ibn Salul

yang bernama Musikah dan Amimah dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Namun

9syeikh Athiyyah Shaqr, Fatawa Li al Syabab, terj.M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer
Seputar Dunia Remaja, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.29
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kedua budak itu mengadu kepada Rasulullah, lalu turunlah firman Allah dalam

(Al-Qu’ran) :
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Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada
mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu
